WALIKOTA PANGKALPINANG

  PERATURAN DAERAH  KOTA PANGKALPINANG

                                                          NOMOR  7  TAHUN  2011
TENTANG

PENDAFTARAN GUDANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

	Menimbang 
	:
	a. bahwa dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen  dalam negeri, perlu penataan dan pembinaan pergudangan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor :16/M-DAG/-PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,  perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pendaftaran Gudang;


	Mengingat
	:
	1.
2.
	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang –Undang Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091)Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1091) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 (lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1956 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Pembentukan Daerah Tingkat II TermasukKota Praja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagaiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 );Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 1091), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 1821);


	
	
	 3.
	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahuin 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);


	
	
	4.
	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);


	
	
	5.
	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);


	
	
	6.
	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


	
	
	7.
	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402) ;



	
	
	8.
	Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3717);


	
	
	9.
10.
	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);


	
	
	11.
	Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang ( Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);


	
	
	12.
	Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pangkalpinang ( Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor  Nomor 7);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  KOTA PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN :

	Menetapkan
	:
	PERATURAN DAERAH TENTANG PENDAFTARAN GUDANG


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.  Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. 
Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3.   Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan      Perwakilan  Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
5. 
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat Dinas Perindagkop dan UMKM adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pangkalpinang.
6. 
Gudang adalah satu ruangan yang tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang- barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri serta memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
7. 
Usaha pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan/atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.
8. 
Tanda Daftar Gudang yang disingkat TDG adalah surat  Tanda Daftar Gudang yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.
9. 
Surat Keterangan Penyimpanan Barang Yang disingkat SKPB adalah tanda bukti penyimpanan barang yang harus dimiliki oleh pemilik, pengelola dan/ atau penyewa gudang terhadap jenis barang yang mempunyai karakteristik tertentu.
10. Barang yang mempunyai karakteristik tertentu adalah jenis barang yang mempunyai sifat masa simpan panjang dan masa penjualan yang relatif lama.
11. Pemilik/Penanggungjawab Gudang adalah pemilik baik perorangan maupun perusahaan yang memiliki atau menguasai gudang.
BAB II

TANDA DAFTAR GUDANG

Pasal 2

(1) Setiap orang atau perusahaan yang memiliki gudang wajib memiliki Tanda Daftar Gudang.
(2) Tanda Daftar Gudang mempunyai masa berlaku 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Tanda Daftar Gudang.
(3) Tanda Daftar Gudang diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
(4) Tanda Daftar Gudang diberikan kepada setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang yang berkewarganegaraan Indonesia.
Pasal 3
Gudang diklasifikasikan berdasarkan luas gudang sebagai berikut:

a. Gudang Kecil dengan luas 36 m² sampai dengan 2500 m² ;

b. Gudang Menengah dengan luas 2.500 m² sampai dengan 10.000 m² ; dan

c. Gudang Besar dengan luas diatas 10.000 m² ;

Pasal 4
Pasal 4
dikecualikan dari peraturan ini adalah gudang-gudang yang berada di : 

a. pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh penguasa pelabuhan;

b. Kawasan Berikat; dan

c. Gudang yang melekat dengan usaha industrinya.
BAB III
KEWENANGAN PENERBITAN TANDA DAFTAR GUDANG
Pasal 5

Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan Tanda Daftar Gudang kepada Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang perdagangan.

Pasal 6
Tata cara dan persyaratan penerbitan Tanda Daftar Gudang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
PENYIMPANAN BARANG
Pasal 7
(1) Setiap pemilik, pengelola atau penyewa gudang yang melakukan penyimpanan barang yang diperdagangkan di gudang wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang.
(2) pemilik, pengelola dan/ atau penyewa gudang sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menyampaikan laporan penyimpanan barang yang masuk dan keluar gudang, apabila barang yang disimpan :
a. di gudang kecil dengan jumlah lebih dari 50% dari kapasitas gudang.

b. di gudang menengah dengan jumlah lebih dari 40% dari kapasitas gudang.
c.    di gudang besar dengan jumlah lebih dari 30% dari kapasitas gudang.
(3)    pelaporan sebagaimana dimasud ayat (2) disampaikan kepada Dinas yang tugas   
   dan tanggungjawabnya dibidang perdagangan.
Pasal 8
Pemilik, pengelola dan/ atau penyewa gudang wajib memberikan keterangan yang diminta oleh Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang perdagangan untuk tujuan pelaksanaan penataan dan pembinaan kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan.
Pasal 9
(1) penyimpanan barang yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaaan (produsen, eksportir, wholesaler, pedagang besar, grosir, agen pengecer, toko) digudang sesuai dengan izin yang diberikan dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stok/persediaan barang berjalan untuk memenuhi permintaan pasar maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal berdasarkan data/pencatatan dari perusahaan yang bersangkutan.
(2) Dalam keadaan yang sangat mendesak dan kebutuhan masyarakat untuk jenis barang dengan karakteristik tertentu yang memerlukan masa simpan dan masa penjualan dan relatif lebih lama, Pemilik, pengelola dan/ atau penyewa gudang diperbolehkan mempuyai stok/persediaan barang berjalan di gudang melebihi dari 3 (tiga) bulan kebutuhan.
(3) Untuk dapat melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud ayat (2) pemilik, pengelola dan/ atau penyewa gudang wajib memiliki surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
(4) penyimpanan stok/persediaan barang tanpa dilengkapi SKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digolongkan sebagai kegiatan penimbunan barang.
Pasal 10
kewenangan pemeriksaan dokumen SKPB terhadap adanya dugaan penimbunan barang  sebagaimana dimaksud  Pasal 9 ayat (4) dilakukan oleh Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang perdagangan terhadap Pemilik, pengelola dan/ atau penyewa gudang.

BAB V
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 11
(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

a. menerima,mencari,mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Pendaftaran Gudang;

b. meneliti,mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Pendaftaran Gudang;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Pendaftaran Gudang;

g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahu dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum  sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

BAB  VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal  12
(1) Setiap orang atau Badan yang sengaja atau karena kelalaiannya  melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)  dan Pasal 9  dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pelanggaran.

BAB  VII

KETENTUAN  PENUTUP

Pasal  13
	
	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis, administratif diatur dengan Peraturan Walikota.


	
	


Pasal  14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya  dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

                                                                           Ditetapkan di Pangkalpinang






           pada tanggal  21 Juni   2011

                                                                   WALIKOTA PANGKALPINANG,







                                        H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang

pada tanggal  22 Juni  2011

SEKRETARIS DAERAH 

KOTA PANGKALPINANG,

            H. HARDI

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2011 NOMOR 07
